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	Abstrak
Penelitian ini mengulas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi undang-undang dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan yang melewati tanggal kadaluwarsa. Metode penelitian melibatkan analisis terhadap peraturan hukum yang ada, studi kasus terkait pelaksanaan hukum terhadap informasi tanggal kadaluwarsa, serta wawancara dengan berbagai pihak terkait termasuk otoritas pengawas dan produsen makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang penting bagi perlindungan konsumen terkait informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan. Namun, terdapat kekurangan dalam penegakan hukum secara konsisten di tingkat penjualan produk dan pemahaman yang kurang optimal dari konsumen mengenai hak mereka terhadap informasi ini. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih efektif baik dari pemerintah maupun pihak industri untuk memastikan implementasi undang-undang yang lebih efektif guna melindungi konsumen terhadap produk makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa.
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	Abstract
This research reviews the legal protection provided to consumers regarding information on the expiration date of food products as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Indonesia. The aim of this research is to evaluate the implementation of the law in protecting consumers against food products that are past their expiry date. The research method involves analysis of existing legal regulations, case studies related to legal implementation of expiry date information, as well as interviews with various related parties including regulatory authorities and food producers. The research results show that Law Number 8 of 1999 provides an important legal basis for consumer protection regarding information on the expiration date of food products. However, there is a lack of consistent law enforcement at the product sales level and less than optimal understanding from consumers regarding their rights to this information. Therefore, more effective action is needed from both the government and industry to ensure more effective implementation of laws to protect consumers against food products that have passed their expiry date.
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PENDAHULUAN
Pola hidup modern konsumen pangan menunjukkan perubahan signifikan yang lebih mengutamakan kemudahan. Namun, hal ini memberi kesempatan pada produsen untuk menggunakan strategi pemasaran yang dapat mempengaruhi konsumen agar membeli produk mereka. Akibatnya, konsumen cenderung menjadi objek yang dimanfaatkan demi keuntungan produsen, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan (Bambang Hermanu et al., 2020). Mayoritas masyarakat di Indonesia terlibat dalam pola hidup yang cenderung konsumtif, yang pada akhirnya memposisikan mereka dalam posisi yang rentan. Produsen dan pemerintah, kecuali jika ada keluhan dari konsumen, seringkali tidak menyadari dampak negatif dari tindakan mereka. Produsen cenderung tidak terdorong untuk melindungi konsumen secara preventif karena biasanya mereka menganggap produk mereka tidak memiliki masalah. Perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas dan akurat mengenai tanggal kadaluwarsa produk makanan merupakan salah satu aspek yang krusial dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum yang penting dalam hal ini. Namun, peran undang-undang tersebut dalam menjamin hak konsumen terkait informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan masih menjadi subjek perdebatan dan perhatian yang mendalam (N.H.T. Siahaan., 2005).
Kadaluwarsa produk makanan tidak hanya berpotensi merugikan secara finansial bagi konsumen, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan mereka. Data mengenai tanggal kadaluwarsa merupakan informasi yang tertera pada kemasan suatu produk pangan, yang menandakan batas waktu dimana produk tersebut masih dianggap aman untuk dikonsumsi. Namun, penting untuk diingat bahwa tanggal tersebut hanya berlaku apabila produk disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanannya (Aulia Rahman Hakim, n.d.). Ketersediaan informasi yang jelas mengenai tanggal kadaluwarsa menjadi hak yang seharusnya dijamin oleh undang-undang perlindungan konsumen. Bagaimanapun, implementasi dari undang-undang ini, baik dalam regulasi maupun dalam praktik sehari-hari, masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan evaluasi mendalam.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam melindungi konsumen terhadap informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan. Dalam rangka mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan undang-undang ini di lapangan. Melalui pendekatan analitis dan deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan keadaan perlindungan konsumen terhadap informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan di Indonesia.
Pentingnya memastikan keselamatan konsumen dan kepatuhan terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen adalah fokus utama dari penelitian ini. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana hukum perlindungan konsumen dapat lebih efektif dalam melindungi konsumen terhadap risiko produk makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa.  
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018). 
Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Konsumen Di Indonesia
Pentingnya hukum perlindungan konsumen saat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar, karena mencakup peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen sebagai individu yang membeli barang atau jasa, tetapi juga kepada pelaku usaha yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam kerangka hukum perlindungan konsumen tersebut (Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2015). Perlindungan konsumen di Indonesia menjadi bagian penting dalam membangun fondasi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan yang komprehensif bagi konsumen. Salah satu aspek kunci dari perlindungan konsumen ini adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sehubungan dengan produk atau layanan yang mereka beli. Informasi ini mencakup hal-hal seperti kandungan produk, proses produksi, tanggal kadaluwarsa, serta informasi mengenai hak dan kewajiban konsumen.
Meskipun regulasi telah diimplementasikan, terdapat tantangan dalam efektivitas penegakan hukumnya. Banyaknya praktik bisnis yang tidak mematuhi aturan, seperti penjualan barang kadaluwarsa atau memberikan informasi yang menyesatkan, menjadi perhatian utama dalam konteks perlindungan konsumen. Keberadaan lembaga pengawas dan penegak hukum menjadi krusial dalam menjamin pemenuhan hak-hak konsumen. Namun, kekurangan sumber daya, kurangnya koordinasi, serta kompleksitasnya industri membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek perkembangan hukum di Indonesia yang masih relatif baru. Meskipun masalah perlindungan konsumen kini mendapat perhatian khusus, konsep ini belum benar-benar menjadi bagian yang terakar pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Konsumen dianggap perlu dilindungi karena mereka memiliki posisi yang tidak seimbang dalam transaksi dengan pelaku usaha. Kekurangan ini terkait dengan tingkat pendidikan dan kekuatan tawar-menawar yang lemah yang dimiliki oleh konsumen. Seringkali, konsumen tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk menghadapi posisi yang lebih kuat dari pelaku usaha. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa banyak konsumen yang kurang memperhatikan hak-hak mereka. Fenomena ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari dimana meskipun konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, namun mereka tidak memiliki keinginan untuk mengajukan klaim atau gugatan terhadap pelaku usaha tersebut (Chandra Adi Gunawan Putra et al., 2023).
Di samping itu, edukasi konsumen juga merupakan faktor penting dalam perlindungan konsumen. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak mereka, konsumen dapat menjadi lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam bertransaksi. Inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan literasi konsumen, seperti kampanye informasi dan pendidikan, menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya memeriksa informasi produk sebelum membeli.
Pemerintah, lembaga pengawas, pelaku bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan harus berkolaborasi secara aktif untuk memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia. Kerja sama antara sektor publik dan swasta, termasuk peran aktif dari media dan organisasi non-pemerintah, menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi semua konsumen. Dengan upaya bersama ini, diharapkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia akan terus meningkat, memberikan kepastian dan keamanan bagi konsumen dalam bertransaksi di pasar yang semakin kompleks dan dinamis.
Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Faktanya, masih banyak pengusaha yang sengaja menjual produk makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa, dan hal ini seringkali tidak disadari oleh konsumen karena mereka menerima produk tersebut tanpa memperhatikan informasi tanggal kadaluwarsa (Fitriah, 2020). Informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya terkait tanggal kadaluwarsa produk makanan yang mereka beli. Informasi ini menjadi kunci dalam memastikan keselamatan, kualitas, dan kelayakan konsumsi produk makanan. Tanggal kadaluwarsa menandakan batas waktu di mana produk tersebut dianggap sudah tidak aman atau tidak sesuai untuk dikonsumsi karena kemungkinan penurunan kualitas, keamanan, atau efektivitasnya.
Seiring dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menetapkan bahwa produsen, distributor, dan penjual bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai tanggal kadaluwarsa kepada konsumen. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih lanjut kepada konsumen, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan meminimalkan risiko terkait konsumsi produk yang telah melewati tanggal kadaluwarsa.
Namun, meskipun regulasi ini ada, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. Beberapa pelaku industri mungkin tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan ini atau mungkin terjadi kesalahan dalam penandaan tanggal kadaluwarsa. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar juga belum selalu konsisten, yang menyebabkan ketidakpastian di kalangan produsen dan penjual dalam mematuhi aturan ini. Kemudian, Undang-undang Perlindungan Konsumen saat ini belum dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen terkait makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa. Hal ini terjadi karena belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur masalah pangan yang sudah kadaluwarsa (Tami Rusli, 2016).
Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pemantauan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap produsen dan penjual guna memastikan pemenuhan hak konsumen terkait informasi tanggal kadaluwarsa ini. Selain itu, kampanye edukasi kepada konsumen tentang pentingnya memeriksa tanggal kadaluwarsa sebelum membeli produk makanan juga perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, media sosial, dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan pentingnya informasi tersebut dalam menjaga kesehatan dan keselamatan mereka.
Dengan implementasi yang konsisten dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi yang terus-menerus kepada konsumen, diharapkan perlindungan terhadap informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan di Indonesia dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan konsumen yang lebih aman dan terjamin dalam memilih produk makanan untuk dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label makanan diatur dalam dasar hukum lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 27 dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa tanggal kadaluwarsa yang mencakup tanggal, bulan, dan tahun harus dijelaskan dengan tegas pada label makanan. Meskipun demikian, sejumlah pelaku usaha home industry masih enggan atau lalai dalam melaksanakan aturan ini dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan ini membuat konsumen tidak menyadari informasi tersebut. Definisi konsumen dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah menjelaskan unsur-unsur terkait konsumen, barang, dan/atau jasa. Meskipun barang atau jasa yang diperdagangkan telah tersedia di pasar, penting bagi konsumen untuk memahami informasi penting seperti tanggal kadaluwarsa pada produk yang mereka beli (Ni Luh Rai Puspadewi dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, n.d.). 

SIMPULAN
Berdasarkan penelitian dalam jurnal tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi ini memiliki peran krusial dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan yang telah melewati batas kadaluwarsa. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat terkait tanggal kadaluwarsa suatu produk makanan. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akan tanggal kadaluwarsa ini memberikan kontribusi besar terhadap kesadaran konsumen akan keamanan produk yang mereka konsumsi. Namun, tantangan yang masih ada adalah implementasi yang konsisten dari regulasi ini di tingkat penjualan produk makanan, serta perlunya edukasi lebih lanjut kepada konsumen agar lebih memahami pentingnya informasi tanggal kadaluwarsa dalam menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, terus diperlukan upaya untuk meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran akan hak-hak konsumen terkait informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan guna memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen.
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